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Abstract. Street vendors are an important part of the informal sector, creating employment opportunities and 

supporting livelihoods. However, their activities occupy spaces, requiring local governments to balance urban 

order with the protection of vendors’ livelihoods. This study analyzes the regulation and implementation of street 

vendor management and empowerment in Padang City based on the right to work and a decent livelihood. It is 

an empirical legal study using a socio-legal approach and descriptive-analytical analysis. Primary data were 

obtained through interviews and field observations, while secondary data came from legislation, books, journal 

articles, official documents, and government publications. Data were analyzed qualitatively by relating legal 

norms to conditions. The results show that the legal framework has been established through Padang City 

Regional Regulation Number 3 of 2014 and Regional Regulation Number 1 of 2025. However, an integrated 

regulatory system remains absent due to unclear zoning, the relationship between business registration and 

licensing, limited designated locations, and weak interagency coordination. The government has conducted data 

collection, provided locations, revitalized public areas, facilitated business legality and QRIS payments, 

empowered vendors, and enforced regulations. Nevertheless, implementation remains uneven. Empowerment, 

protection, and enforcement have not been balanced, leaving income continuity and access to support as 

challenges. 
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Abstrak. Pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari sektor informal karena menciptakan peluang kerja 

dan mendukung keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Namun, aktivitas mereka menggunakan ruang 

publik sehingga pemerintah daerah perlu menyeimbangkan ketertiban perkotaan dengan perlindungan terhadap 

mata pencaharian pedagang. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksanaan penataan serta 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padang berdasarkan hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan 

yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan analisis 

deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder 

berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan publikasi pemerintah. Data 

dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kerangka hukum telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 

2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025. Namun, sistem regulasi yang terintegrasi masih belum tersedia 

karena adanya ketidakjelasan zonasi, hubungan antara pendaftaran usaha dan perizinan, keterbatasan lokasi yang 

ditetapkan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Pemerintah telah melakukan pendataan, menyediakan lokasi, 

merevitalisasi kawasan publik, memfasilitasi legalitas usaha dan pembayaran QRIS, memberdayakan pedagang, 

serta menegakkan peraturan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum merata. Pemberdayaan, 

perlindungan, dan penegakan aturan belum berjalan secara seimbang sehingga keberlanjutan pendapatan dan 

akses terhadap dukungan masih menjadi tantangan. 

 

Kata kunci: Penataan, pemberdayaan, pedagang kaki lima, hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara 

hukum, karena negara tidak hanya dibentuk untuk menjalankan kekuasaan, tetapi juga untuk 

menjamin perlindungan terhadap martabat setiap manusia. HAM melekat pada setiap orang 

dan wajib dihormati, dilindungi, serta  dipenuhi oleh negara. Tanggung jawab tersebut 

diwujudkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
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Salah satu bagian dari HAM yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat 

adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini menjadi penting karena 

pekerjaan bukan hanya sarana memperoleh pendapatan, tetapi juga bagian dari martabat 

manusia. Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM menegaskan bahwa setiap 

orang berhak atas pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, memperoleh kondisi kerja yang adil 

dan menguntungkan, serta memperoleh perlindungan dari pengangguran. Pengakuan ini 

kemudian diperkuat dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

atau ICESCR, khususnya Pasal 6 yang mengakui hak setiap orang untuk memperoleh 

kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, 

Pasal 7 yang menjamin kondisi kerja yang adil dan layak, serta Pasal 11 yang mengakui hak 

setiap orang atas standar hidup yang layak. Artinya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak tidak dapat direduksi menjadi urusan ekonomi semata, melainkan merupakan hak asasi 

manusia yang menuntut tanggung jawab aktif negara. 

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, 

sosial, dan budaya (ekosob). Karakter hak ekosob berbeda dengan hak sipil dan politik yang 

pada umumnya menuntut larangan campur tangan negara secara langsung. Hak ekosob justru 

menuntut kehadiran negara melalui kebijakan, anggaran, kelembagaan, pendataan, serta 

tindakan administratif yang nyata. Karena itu, pemenuhan hak ekosob tidak selalu dapat 

diwujudkan seketika, melainkan dilakukan secara bertahap atau progressive 

realization.Namun, sifat bertahap tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan bagi negara 

untuk menunda pemenuhan hak secara terus-menerus. Pasal 2 ayat (1) International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights menegaskan bahwa negara wajib mengambil 

langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui kerja sama internasional, dengan menggunakan 

sumber daya yang tersedia secara maksimum untuk mencapai pemenuhan hak-hak ekonomi, 

sosial, dan budaya secara progresif 

Jaminan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak memperoleh dasar 

konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 memberikan jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil , sedangkan Pasal 28D ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara 

tidak hanya berkewajiban membuka ruang bagi warga negara untuk bekerja, tetapi juga harus 
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memastikan agar kebijakan pemerintah tidak menghilangkan kesempatan masyarakat untuk 

mempertahankan sumber penghidupannya secara layak. 

Akan tetapi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak cukup dipahami 

hanya melalui Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena norma tersebut masih bersifat 

umum dan konstitusional. Pada tingkat undang-undang, hak tersebut memperoleh dasar yang 

lebih operasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap warga 

negara, sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal 38 

ayat (2) juga menegaskan hak setiap orang untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya 

dan berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa 

hak atas pekerjaan tidak berhenti sebagai pernyataan abstrak dalam konstitusi, tetapi telah 

diturunkan ke dalam norma hukum yang menuntut jaminan kesempatan, kebebasan memilih 

pekerjaan, dan perlakuan yang adil bagi warga negara dalam mempertahankan sumber 

penghidupannya. 

Selain itu, Indonesia telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kovenan tersebut 

menempatkan hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, dan standar hidup yang layak sebagai 

bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dipenuhi negara. Dengan demikian, 

hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak hanya mengandung makna bahwa negara 

membuka kesempatan kerja, tetapi juga menuntut adanya kebijakan, perlindungan hukum, dan 

tindakan pemerintahan yang memungkinkan warga negara mempertahankan kehidupan secara 

manusiawi. Dalam hal ini, negara dan pemerintah daerah tidak cukup bersikap pasif. 

Pemerintah harus mengambil langkah hukum dan kebijakan yang nyata agar kelompok 

masyarakat yang bekerja dalam sektor informal tetap memperoleh akses terhadap sumber 

penghidupan yang layak. 

Salah satu bentuk pekerjaan sektor informal yang banyak dipilih masyarakat di wilayah 

perkotaan ialah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, 

adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha 

bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, 

lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang diakui 

hukum sehingga pengaturannya harus mencakup perlindungan, penataan, dan pemberdayaan 

yang seimbang. Dengan demikian, pemenuhan hak secara bertahap dalam persoalan PKL tidak 

semestinya diposisikan hanya sebagai instrumen pengendalian ruang kota, tetapi juga sebagai 
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bentuk pengaturan hukum yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan 

hak warga negara untuk mempertahankan mata pencaharian. Oleh karena itu, pembatasan 

terhadap ruang usaha PKL hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan dasar hukum 

yang jelas, melalui prosedur yang adil, dan tetap memperhatikan keberlangsungan 

penghidupan para pedagang. 

Masyarakat memilih menjadi PKL pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari keadaan 

sosial dan ekonomi yang dihadapi. Bagi sebagian masyarakat, PKL menjadi pilihan karena 

sektor formal belum mampu menyediakan pekerjaan yang cukup, sementara kebutuhan hidup 

harus dipenuhi setiap hari. Menjadi PKL juga relatif lebih mudah dimasuki karena tidak selalu 

mensyaratkan pendidikan tinggi, keahlian khusus, atau modal besar. Selain itu, kegiatan 

berdagang di ruang publik memberikan penghasilan harian yang lebih cepat dirasakan, waktu 

kerja yang lebih fleksibel, serta memungkinkan pedagang memanfaatkan lokasi-lokasi yang 

dekat dengan konsumen seperti pasar, jalan utama, kawasan wisata, perkantoran, sekolah, dan 

pusat keramaian. Dalam kondisi tersebut, PKL bukan sekadar persoalan pelanggaran tata 

ruang, tetapi merupakan strategi bertahan hidup masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor 

informal. 

Di sisi lain, PKL memiliki fungsi sosial ekonomi karena menyediakan barang dan jasa 

dengan harga yang relatif terjangkau, membuka peluang kerja bagi diri sendiri maupun anggota 

keluarga, serta menggerakkan perputaran ekonomi lokal dari pemasok, pedagang, hingga 

konsumen. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap PKL seharusnya tidak hanya 

menempatkan mereka sebagai objek penertiban, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak 

memperoleh perlindungan, kepastian, dan pemberdayaan. Negara kesejahteraan menuntut agar 

hukum tidak hanya hadir sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga 

keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan warga yang secara ekonomi berada 

dalam posisi rentan. 

Dalam hukum administrasi dan kebijakan publik, penataan dan pemberdayaan PKL 

merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Penataan diperlukan agar aktivitas PKL 

tidak mengganggu fungsi ruang publik, keselamatan, kebersihan, lalu lintas, kenyamanan 

pejalan kaki, dan estetika kota. Namun, penataan tidak boleh berhenti pada pembatasan, 

pemindahan, dan penertiban. Penataan harus diikuti dengan pemberdayaan agar PKL tetap 

memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha secara layak setelah kebijakan diberlakukan. 

Pemberdayaan pada PKL mencakup pendataan yang akurat, pemberian legalitas usaha, 

penetapan lokasi yang layak, penyediaan sarana berdagang, pelatihan usaha, akses permodalan, 

penguatan kelembagaan, kemitraan, promosi, serta keterlibatan PKL dalam proses 
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pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, penataan menjawab kebutuhan ketertiban ruang 

kota, sedangkan pemberdayaan menjawab kebutuhan keberlanjutan penghidupan pedagang. 

Keseimbangan antara penataan dan pemberdayaan telah memperoleh dasar normatif 

dalam berbagai peraturan. Pada tingkat tertinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menempatkan usaha mikro dan usaha kecil sebagai 

bagian penting dari perekonomian nasional yang perlu diberdayakan. Selanjutnya, Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menegaskan arah kebijakan kemudahan, pelindungan, 

dan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi yang lebih 

khusus, terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi dan Penataan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang menjadi 

dasar operasional penataan dan pemberdayaan PKL. 

 Peraturan teknis tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL tidak boleh dimaknai 

hanya sebagai tindakan penghapusan lokasi atau pemindahan pedagang. Permendagri Nomor 

41 Tahun 2012 menempatkan penataan dan pemberdayaan sebagai dua aspek yang harus 

berjalan beriringan. Penataan PKL perlu dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari 

pendataan, penetapan lokasi, pemindahan, penertiban, sampai penghapusan lokasi PKL dengan 

tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan 

kebersihan lingkungan. Karena itu, pendekatan yang persuasif, dialogis, serta pemberdayaan 

seharusnya didahulukan sebelum tindakan penghapusan atau relokasi dilaksanakan, agar 

kebijakan penataan tidak memutus sumber penghidupan pedagang secara sewenang-wenang. 

Pengaturan mengenai PKL di Kota Padang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar khusus 

bagi pengaturan PKL. Selain itu, Kota Padang juga memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 5 

Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043 sebagai 

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kota. Perkembangan berikutnya menunjukkan 

bahwa Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum, yang dalam praktiknya turut mengatur kembali tertib PKL.  

Jika dicermati, ditemukan adanya perbedaan cara pandang pemerintah Kota Padang 

terhadap PKL ketika pemerintah kota menempatkan PKL dalam dua regulasi yang berbeda. 

Keberadaan PKL pada Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum menunjukkan Pemerintah Kota Padang lebih melihat PKL sebagai sumber 

gangguan sehingga menjadi salah satu kegiatan yang perlu diatur dalam Perda tersebut. 

Sebaliknya dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 menunjukkan bahwa 
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Pemerintah Kota Padang lebih menonjolkan aspek ekonomi dengan lebih menekankan kepada 

kepedulian dalam penataan dan pemberdayaan PKL. PKL tidak lagi dilihat sebagai sumber 

kekacauan kota, tetapi sudah dianggap sebagai bagian dari ekonomi kota. 

 Masalah PKL tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran penggunaan ruang publik. 

PKL sering berjualan di kawasan yang dekat dengan pusat keramaian, pasar, jalan utama, 

trotoar, dan fasilitas umum karena lokasi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di satu 

sisi, pemerintah daerah berkepentingan menjaga ketertiban, kebersihan, kelancaran lalu lintas, 

kenyamanan pejalan kaki, dan estetika kota. Di sisi lain, PKL menggantungkan sumber 

penghidupan pada akses terhadap lokasi berdagang yang ramai pembeli. Ketegangan antara 

kepentingan penataan kota dan kepentingan ekonomi pedagang inilah yang membuat persoalan 

PKL perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan PKL di Kota Padang memang 

tidak selesai hanya dengan membuat kebijakan. Pada 3 Februari 2025, penertiban PKL di 

kawasan Jalan Permindo, yang berada tidak jauh dari Pasar Raya Padang, dilaporkan berujung 

ricuh karena pedagang menolak ditertibkan. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pihak 

mengalami luka-luka. Setidaknya terdapat lima pedagang dan tiga anggota Satpol PP yang 

menjadi korban luka. Meskipun Satpol PP Kota Padang menyatakan bahwa penertiban telah 

didahului pemberitahuan, penolakan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penataan tidak 

selalu diterima dengan mudah oleh pedagang, terutama apabila berkaitan dengan perubahan 

lokasi, pembatasan tempat berjualan, atau hilangnya akses terhadap ruang usaha yang selama 

ini menjadi sumber penghidupan. 

 Pada 8 April 2025, Pemerintah Kota Padang sendiri menyatakan bahwa PKL harus 

ditata dengan pendekatan yang humanis dan pendataan pedagang harus dilakukan secara 

akurat. Tidak lama sesudah itu, pada 24 April 2025, Pemerintah Kota Padang menindaklanjuti 

keluhan PKL Pasar Raya Fase VII yang disampaikan ke Ombudsman Sumatera Barat, dan 

dalam keterangan resminya disebutkan bahwa lebih dari 620 PKL telah memiliki tempat di 

lokasi tersebut, walaupun sebagian belum memanfaatkannya, serta pemerintah menyatakan 

akan menyediakan tempat bagi PKL yang sebelumnya belum memperoleh lokasi usaha. Fakta 

tersebut menunjukkan bahwa penataan PKL di Kota Padang menyentuh persoalan yang lebih 

dalam daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan, yaitu kepastian status usaha, kepastian 

lokasi, dan kualitas perlindungan hukum yang diterima para pedagang. 
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Gambar 1. Satpol PP Padang membongkar pos ronda yang dijadikan pangkalan ojek dan 

lapak PKL di jalan Khatib Sulaiman  

 
(Sumber: SumbarDaily.com, “Dijadikan Lapak PKL dan Pangkalan Ojek, Pos Ronda di Padang Dibongkar 

Satpol PP”, tersedia pada https://sumbardaily.com/satpol-pp-padang-membongkar-pos-ronda-yang-dijadikan-

pangkalan-ojek-dan-lapak-pkl-di-jalan-khatib-sulaiman-padang-utara-senin/, diakses pada 12 Mei 2026 pukul 

20.46 WIB). 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa penertiban PKL di Kota Padang masih terjadi pada 

tahun 2026. Pada 5 Mei   2026, Satpol PP Kota Padang menertibkan sejumlah lapak dan barang 

dagangan PKL di kawasan Padang Barat karena dinilai menggunakan badan jalan dan trotoar. 

Tidak lama setelah itu, pada 11 Mei 2026, Satpol PP Kota Padang juga membongkar pos ronda 

yang digunakan sebagai pangkalan ojek sekaligus lapak PKL di kawasan Jalan Khatib 

Sulaiman, Kecamatan Padang Utara. 

Persoalan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang penting untuk dikaji lebih 

lanjut. Pemerintah Kota Padang melakukan penertiban atas dasar Perda Kota Padang Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 33 ayat (4) menyatakan 

bahwa zonasi PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota. Namun, berdasarkan penelusuran 

penulis melalui situs resmi Pemerintah Kota Padang maupun sumber-sumber resmi lainnya, 

Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur ketentuan zonasi PKL sebagaimana 

dimaksud dalam pasal tersebut belum ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kekosongan pengaturan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam 

pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Permasalahan yang 

muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan mengenai PKL, tetapi juga 

menyangkut pelaksanaan kebijakan, perlindungan hukum terhadap pedagang, serta 

keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan hak atas pekerjaan serta penghidupan 

yang layak. Penataan PKL yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan dan 

pemberdayaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang, terutama dalam hal 

lokasi usaha, keberlanjutan sumber penghasilan, dan prosedur penertiban. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang 

penting dikaji sebagai persoalan yang memiliki dasar konstitusional dan dimensi HAM. 

Pemerintah Kota Padang memang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum dan 

mengatur pemanfaatan ruang publik, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan 

https://sumbardaily.com/satpol-pp-padang-membongkar-pos-ronda-yang-dijadikan-pangkalan-ojek-dan-lapak-pkl-di-jalan-khatib-sulaiman-padang-utara-senin/
https://sumbardaily.com/satpol-pp-padang-membongkar-pos-ronda-yang-dijadikan-pangkalan-ojek-dan-lapak-pkl-di-jalan-khatib-sulaiman-padang-utara-senin/
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memperhatikan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 

NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota 

Padang perlu dikaji secara lebih utuh agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut telah 

sejalan dengan prinsip hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode merupakan salah satu unsur penting dalam perangkat pengendalian 

metodologis. Metode mengacu pada sarana atau instrumen yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data, informasi, maupun fakta-fakta empiris. Pada hakikatnya, metode penelitian 

adalah prosedur ilmiah yang ditempuh untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan 

manfaat yang hendak dicapai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal. Penelitian hukum empiris dipilih 

karena kajian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum tertulis mengenai penataan dan 

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang, tetapi juga memperhatikan bagaimana 

ketentuan tersebut dijalankan dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini ditulis dengan 

menggunakan sifat deskriptif analisis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat keadaan atau fenomena hukum yang 

sedang terjadi. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan titik 

perhatian pada lokasi-lokasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penataan dan 

pemberdayaan PKL.  Lokasi tersebut dapat meliputi kawasan Pasar Raya Padang, Pantai 

Padang, Jalan Khatib Sulaiman, yang menjadi objek penataan, relokasi, pembinaan, atau 

penertiban PKL oleh Pemerintah Kota Padang. Teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi langsung. Dalam penelitian ini, data 

dikelompokkan pada dua pokok utama, yaitu pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL di 

Kota Padang dan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Setelah itu, 

data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan bahan hukum 

yang relevan, sehingga dapat dilihat apakah kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tidak 

hanya sah secara hukum, tetapi juga memberi perlindungan, kemanfaatan, dan keadilan bagi 

pedagang sebagai bagian dari masyarakat sektor informal. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota 

Padang didasarkan pada berbagai peraturan, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 125 

Tahun 2012, Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 

Tahun 2014, hingga Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025. Secara normatif, 

ketentuan tersebut telah memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penataan, 

pemberdayaan, dan penertiban PKL. Di sisi lain, keberadaan PKL juga berkaitan dengan 

pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 

27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penataan PKL tidak semata-mata 

berorientasi pada ketertiban ruang kota, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan 

sumber penghidupan pedagang. 

Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 pada dasarnya telah mengatur berbagai aspek 

penataan PKL, meliputi penggolongan, pemetaan, pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi 

dan jadwal usaha, pemberdayaan, pemindahan, monitoring, evaluasi, serta penertiban. Namun, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai ketentuan tersebut belum 

sepenuhnya terpadu. Pembagian kewenangan antarperangkat daerah masih menimbulkan 

persoalan, terutama dalam memberikan kepastian kepada PKL mengenai instansi yang 

bertanggung jawab terhadap lokasi usaha, legalitas, pembinaan, maupun pengaduan. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum belum secara otomatis menghasilkan 

pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh PKL. 

Pada aspek pemetaan dan pendataan, penelitian menemukan adanya perbedaan antara 

kawasan yang memiliki pengelolaan khusus dengan kawasan PKL lainnya. PKL di Pasar Raya 

dan Pantai Padang relatif lebih mudah dikenali dan ditata karena terdapat perangkat daerah 

yang secara langsung menangani kawasan tersebut. Sebaliknya, PKL di Jalan Khatib Sulaiman 

dan sekitar TPU Tunggul Hitam belum memperoleh kejelasan yang sama mengenai lokasi yang 

diperbolehkan, waktu berdagang, legalitas, maupun akses terhadap program pemerintah. Hal 

ini menunjukkan bahwa pemetaan dan pendataan belum menjangkau seluruh kawasan PKL 

secara merata. 

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena Perda Kota Padang Nomor 1 

Tahun 2025 mengaitkan perizinan berusaha dengan zonasi PKL. Namun, pada saat penelitian 

dilakukan, aturan zonasi yang lebih rinci belum tersedia. Akibatnya, pemerintah lebih mudah 

memberikan informasi mengenai lokasi yang dilarang dibandingkan memberikan kepastian 
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mengenai lokasi yang dapat digunakan secara legal. Dalam perspektif hak atas pekerjaan, 

kondisi tersebut perlu diperbaiki karena pedagang membutuhkan kepastian ruang usaha agar 

dapat mempertahankan mata pencahariannya. 

Pelaksanaan Penataan PKL di Kota Padang berdasarkan Hak atas Pekerjaan dan 

Penghidupan yang Layak 

Penataan dan relokasi PKL merupakan bagian yang paling berkaitan dengan 

keberlangsungan mata pencaharian pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penataan kawasan, termasuk revitalisasi 

Pasar Raya dan Pantai Padang serta penyediaan lokasi bagi pedagang. Namun, penempatan 

pedagang pada lokasi baru belum selalu memberikan kondisi ekonomi yang sama dengan 

lokasi sebelumnya. Sebagian pedagang menilai bahwa lokasi baru lebih sepi dan kurang terlihat 

oleh konsumen sehingga berdampak terhadap pendapatan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penataan tidak cukup diukur dari 

berpindahnya pedagang ke lokasi yang telah ditentukan pemerintah. Penataan perlu 

mempertimbangkan karakteristik usaha, arus konsumen, keterlihatan lokasi, daya tampung, 

serta kemampuan pedagang mempertahankan pendapatan. Kembalinya sebagian PKL ke lokasi 

lama dan penolakan terhadap lokasi yang dinilai sepi tidak semata-mata menunjukkan 

rendahnya kepatuhan pedagang, tetapi juga menunjukkan bahwa aspek ekonomi belum 

sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam desain kebijakan. 

Dalam perspektif teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum akan 

efektif apabila mampu membentuk pola perilaku yang baru dan relatif stabil. Oleh karena itu, 

penataan tidak cukup dilakukan melalui pemindahan atau larangan, tetapi harus disertai dengan 

kondisi yang memungkinkan pedagang menerima lokasi baru sebagai pilihan yang realistis. 

Pemerintah memang tidak berkewajiban menjamin keuntungan setiap pedagang, tetapi perlu 

memastikan bahwa lokasi yang ditetapkan masih memungkinkan usaha dijalankan secara wajar 

dan berkelanjutan. 

Pemberdayaan PKL di Kota Padang berdasarkan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan 

yang Layak 

Pemberdayaan merupakan aspek penting dalam kebijakan PKL karena bertujuan 

meningkatkan kemampuan pedagang dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha. 

Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 mencakup 

pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan berusaha, akses permodalan, penguatan 

organisasi, peningkatan produksi, promosi, jaringan usaha, kemitraan, dan bimbingan teknis. 
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Dengan demikian, pemberdayaan tidak dapat hanya dipahami sebagai pemberian tempat 

berjualan, tetapi harus mampu meningkatkan kapasitas ekonomi PKL. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan sejumlah 

kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, antara lain sosialisasi, fasilitasi QRIS, 

pelayanan NIB, program UMKM, penyediaan fasilitas, dan revitalisasi kawasan. Akan tetapi, 

manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh PKL. Salah satu pedagang di Fase 

VII Pasar Raya menyatakan belum memperoleh pembinaan, pelatihan, maupun bantuan modal 

secara langsung dari pemerintah. Modal usaha diperoleh melalui pinjaman sendiri, sedangkan 

keluhan mengenai kondisi lokasi yang sepi telah disampaikan tetapi belum menghasilkan 

perubahan yang dirasakan pedagang. 

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif 

pemberdayaan dengan pengalaman PKL di lapangan. Pemerintah memang telah menunjukkan 

kehadiran melalui berbagai program, tetapi pelatihan, akses modal, promosi, penguatan 

organisasi, dan pendampingan legalitas belum diterima secara konsisten oleh kelompok PKL 

yang sama. PKL yang berada di luar kawasan utama juga relatif lebih sedikit memperoleh 

informasi dan akses terhadap program pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan PKL di 

Kota Padang telah berjalan, tetapi belum menjadi proses yang utuh, merata, dan berkelanjutan. 

Penertiban PKL di Kota Padang 

Penertiban merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketertiban ruang 

publik. Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 mengatur pengawasan, larangan, dan sanksi 

administratif, sedangkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat ketentuan mengenai 

perizinan, zonasi, larangan penggunaan ruang tertentu, dan sanksi administratif. Dengan 

demikian, penertiban pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan pemerintah, tetapi 

pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prosedur dan perlindungan terhadap hak PKL. 

Data Satpol PP Kota Padang menunjukkan bahwa penertiban PKL mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat 409 kasus penertiban yang terdiri atas 354 kasus 

nonyustisi dan 55 kasus yustisi. Pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 685 kasus, 

terdiri atas 640 kasus nonyustisi dan 45 kasus yustisi. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 

276 kasus atau sekitar 67,5%. Meskipun demikian, peningkatan jumlah penertiban belum dapat 

dijadikan ukuran bahwa kepatuhan PKL telah terbentuk secara berkelanjutan. Beberapa 

pedagang masih kembali menggunakan lokasi lama setelah petugas meninggalkan kawasan. 

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penertiban yang dilakukan berulang belum 

sepenuhnya berhasil mengubah perilaku PKL. Dalam teori law as a tool of social engineering, 

hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga mengarahkan masyarakat menuju 
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pola perilaku yang sesuai dengan tujuan hukum. Apabila pedagang kembali ke lokasi terlarang 

karena lokasi alternatif kurang strategis atau tidak memberikan kepastian ekonomi, maka 

persoalan tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan operasi penertiban. Diperlukan 

kombinasi antara aturan yang jelas, lokasi yang realistis, sosialisasi, pemberdayaan, dan 

pengawasan yang konsisten. 

Selain itu, perlindungan hukum dalam proses penertiban perlu diperkuat. Perlindungan 

preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi, teguran, penjelasan mengenai alasan penertiban, 

dan pemberian waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian. Sementara itu, 

perlindungan represif memerlukan mekanisme keberatan, tanda terima barang apabila 

dilakukan penyitaan, serta pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan atau kehilangan 

barang. Temuan penelitian mengenai pendampingan LBH terhadap PKL Pantai Purus 

menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan di luar pemerintah masih diperlukan ketika 

pedagang merasa penyelesaian melalui pemerintah belum memadai. 

Pembahasan 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang 

telah memiliki dasar hukum dan telah melaksanakan penataan, pemberdayaan, serta penertiban 

PKL. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan keseimbangan antara 

kepentingan ketertiban kota dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Permasalahan utama ditemukan pada belum meratanya pendataan, ketidakjelasan zonasi 

dan legalitas, keterbatasan akses pemberdayaan, belum optimalnya pertimbangan dampak 

ekonomi dalam relokasi, serta penertiban yang belum selalu diikuti dengan alternatif lokasi dan 

perlindungan prosedural yang memadai. 

Dengan demikian, penataan PKL di Kota Padang perlu dikembangkan dari pendekatan 

yang dominan bersifat pengendalian menuju pendekatan yang lebih integratif. Penataan ruang, 

pemberian legalitas, pemberdayaan ekonomi, penyediaan lokasi yang layak, dan penertiban 

perlu dilaksanakan sebagai satu rangkaian kebijakan. Pendekatan tersebut penting agar 

ketertiban kota tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan PKL sebagai kelompok masyarakat 

yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan perdagangan. Dengan kebijakan yang 

lebih terpadu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat dan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan serta penghidupan 

yang layak. 
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4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian adalah: 

1) Pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang pada dasarnya telah 

memiliki landasan hukum yang cukup melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 

2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Namun, ketika dikaitkan dengan Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta 

keputusan Wali Kota mengenai lokasi usaha PKL, pengaturan tersebut belum membentuk satu 

sistem yang utuh karena belum tersedianya Peraturan Wali Kota mengenai zonasi, belum 

jelasnya hubungan antara Tanda Daftar Usaha (TDU) dan perizinan berusaha, masih 

terbatasnya lokasi resmi, serta belum tegasnya pembagian kewenangan antarperangkat daerah 

maupun dengan pemerintah provinsi. Dalam pandangan teori negara kesejahteraan, kondisi ini 

menunjukkan bahwa peran negara tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembentukan aturan, 

tetapi juga harus disertai kebijakan yang memberikan kepastian legalitas, akses terhadap lokasi 

usaha, dan perlindungan terhadap keberlanjutan penghidupan PKL. Jika dikaitkan dengan teori 

HAM, pengaturan yang belum terpadu tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang 

tersedia belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak PKL atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak. Sementara dalam teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, 

ketidakjelasan zonasi, legalitas, dan pembagian kewenangan menyebabkan hukum belum 

optimal berfungsi sebagai sarana yang mengarahkan PKL menuju kegiatan usaha yang tertib 

sekaligus berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan pengaturan PKL di Kota Padang bukan 

terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum terintegrasinya berbagai ketentuan 

tersebut ke dalam suatu kebijakan yang mampu menyeimbangkan ketertiban kota dengan 

perlindungan terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan PKL.  

2) Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang belum berhasil 

memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara substantif. Ditinjau dari teori 

negara kesejahteraan, Pemerintah Kota Padang dapat dinilai gagal menjalankan peran aktif 

negara karena pelayanan legalitas, penyediaan lokasi usaha yang layak, pembinaan, dan 

pemberdayaan belum merata serta berkelanjutan, sementara fungsi pengawasan dan penertiban 

lebih dominan. Dari perspektif teori HAM, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya 

kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan terutama memenuhi hak PKL atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak, karena sebagian PKL masih berada di luar pendataan, tidak 

memperoleh kepastian legalitas dan lokasi usaha, serta belum terhubung dengan program 

pemberdayaan secara memadai. Sementara itu, berdasarkan teori hukum sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat, berulangnya penertiban dan kembalinya sebagian PKL ke lokasi 
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lama menunjukkan bahwa hukum belum berhasil membentuk perubahan perilaku yang 

bertahan karena kebijakan belum sepenuhnya memperhitungkan kenyataan sosial dan 

kebutuhan ekonomi pedagang. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Kota Padang telah 

melakukan berbagai upaya, pelaksanaannya dapat dinilai gagal apabila diukur dengan ketiga 

teori tersebut karena belum mampu mewujudkan penataan dan pemberdayaan yang menjaga 

ketertiban kota sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan PKL mempertahankan 

pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak. 
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